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ABSTRACT 

Simple financial management training for community business groups is a practical strategy to strengthen 
economic independence, especially for micro and small enterprises that often operate with informal records 
and mixed personal–business finances. This library research synthesizes authoritative national statistics 
and international competency frameworks to formulate a mentoring-oriented training design. Using 
thematic content analysis, the study highlights key financial management competencies (cash flow, 
budgeting, basic bookkeeping, cost calculation, pricing, debt management, savings, and risk awareness), 
and proposes a staged training model suitable for community groups. The paper also outlines measurable 
indicators for evaluating training outcomes and sustainability through peer support and periodic 
mentoring. 

Keywords: financial management training; community business groups; MSMEs; simple bookkeeping; 
cash flow; library research 
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ABSTRAK 

Pelatihan manajemen keuangan sederhana bagi kelompok usaha masyarakat merupakan strategi praktis 
untuk memperkuat kemandirian ekonomi, terutama pada usaha mikro dan kecil yang sering berjalan 
dengan pencatatan minim, arus kas tidak terkontrol, serta pencampuran keuangan pribadi dan usaha. 
Urgensi penguatan kompetensi ini sejalan dengan capaian literasi keuangan nasional. OJK dan BPS 
melaporkan hasil SNLIK 2024: indeks literasi keuangan 65,43% dan indeks inklusi keuangan 75,02%, yang 
menunjukkan peningkatan sekaligus kebutuhan penguatan kualitas pengelolaan keuangan di tingkat pelaku 
usaha mikro. Dalam konteks ekonomi, UMKM berperan besar—jumlahnya sering dirujuk sekitar 64,2 juta 
dengan kontribusi ke PDB sekitar 61,07%. Artikel ini merupakan studi kepustakaan (library research) yang 
mensintesis data nasional dan kerangka kompetensi internasional untuk merancang model 
pelatihan/pedampingan manajemen keuangan sederhana. Melalui analisis isi tematik, kajian menyusun: 
(1) peta masalah keuangan UMKM komunitas, (2) kompetensi inti yang perlu diajarkan, (3) rancangan 
pelatihan bertahap berbasis praktik, serta (4) indikator keberhasilan dan keberlanjutan pendampingan. 

Kata kunci: pelatihan keuangan; kelompok usaha masyarakat; UMKM; pembukuan sederhana; arus kas; 
studi pustaka 
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 PENDAHULUAN 

Kemandirian ekonomi kelompok usaha masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan 
mengelola keuangan usaha secara disiplin. Dalam praktik lapangan, banyak kelompok usaha—seperti 
kelompok produksi makanan, kerajinan, warung, jasa rumah tangga, dan usaha berbasis komunitas—
mengandalkan pengalaman tanpa sistem pencatatan yang rapi. Dampaknya terlihat pada masalah klasik: 
uang usaha “habis tidak terasa”, kesulitan menentukan laba, harga jual tidak menutup biaya, dan modal 
kerja cepat terkuras karena arus kas tidak dipantau. 

Secara nasional, peningkatan literasi dan inklusi keuangan menunjukkan progres, tetapi juga 
mengindikasikan kebutuhan penguatan keterampilan pengelolaan keuangan yang lebih aplikatif. SNLIK 
2024 (OJK bekerja sama dengan BPS) melaporkan indeks literasi keuangan 65,43% dan inklusi 75,02%. 
Angka ini penting sebagai konteks: masyarakat makin banyak “terhubung” pada layanan keuangan, tetapi 
kualitas keputusan dan praktik pengelolaan keuangan usaha perlu terus diperkuat agar benar-benar 
mendorong kesejahteraan. 

Di sisi lain, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi. Salah satu rujukan pemerintah menyebut 
jumlah UMKM sekitar 64,2 juta dengan kontribusi PDB sekitar 61,07%.  Selain itu, pemerintah juga 
mendorong UMKM “naik kelas” untuk memperkuat daya saing, termasuk kontribusi ekspor. 
Konsekuensinya, pelatihan manajemen keuangan sederhana tidak cukup dipahami sebagai kegiatan 
administratif, melainkan fondasi untuk: (1) stabilitas arus kas, (2) keputusan harga dan produksi, (3) akses 
pembiayaan yang lebih sehat, serta (4) ketahanan usaha jangka panjang. 

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini menyajikan kajian pustaka untuk merumuskan rancangan 
pelatihan manajemen keuangan sederhana bagi kelompok usaha masyarakat yang bersifat praktis, bertahap, 
dan mudah direplikasi. 
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 RUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN 

 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konteks literasi–inklusi keuangan dan urgensi penguatan manajemen keuangan 
sederhana bagi kelompok usaha masyarakat? 

2. Kompetensi inti apa yang perlu diprioritaskan dalam pelatihan manajemen keuangan sederhana 
bagi pelaku usaha mikro/kelompok usaha? 

3. Bagaimana rancangan pelatihan berbasis praktik yang relevan dengan kebutuhan kelompok usaha 
masyarakat? 

4. Indikator apa yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelatihan dan keberlanjutan praktik 
keuangan usaha? 

Tujuan 

1. Mendeskripsikan urgensi pelatihan manajemen keuangan sederhana berdasarkan data dan literatur 
tepercaya. 

2. Menyusun peta kompetensi inti pengelolaan keuangan usaha mikro yang aplikatif. 
3. Merumuskan model pelatihan/pedampingan bertahap yang mudah diterapkan pada kelompok 

usaha masyarakat. 
4. Mengusulkan indikator evaluasi dampak pelatihan (output–outcome) dan mekanisme 

keberlanjutan. 

METODE PENELITIAN  

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan library research (studi kepustakaan), yaitu penelitian yang mengandalkan 
telaah dokumen resmi, laporan lembaga, dan kerangka kompetensi untuk menyusun sintesis konsep dan 
rekomendasi desain program. 

Sumber Data 

Sumber yang ditelaah meliputi: 

1. Hasil SNLIK 2024 (OJK–BPS) untuk konteks literasi dan inklusi keuangan nasional.  
2. SNLIK 2022 untuk melihat dinamika perubahan literasi/inklusi periode sebelumnya.  
3. Referensi pemerintah terkait peran UMKM dalam ekonomi.  
4. Kerangka kompetensi internasional OECD/INFE tentang literasi keuangan untuk MSMEs dan 

instrumen pengukuran. 
5. Laporan global inklusi keuangan World Bank Global Findex 2021 sebagai konteks inklusi/akses 

layanan keuangan.  
6. Publikasi BPS terkait ekosistem perdagangan digital yang relevan dengan arus kas UMKM yang 

berjualan online.  
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 Teknik Analisis 

Analisis menggunakan analisis isi tematik: 

1. mengidentifikasi tema masalah utama (arus kas, pencatatan, biaya, harga, hutang), 
2. memetakan kompetensi inti yang berulang dalam literatur, 
3. menyusun desain pelatihan bertahap dan indikator evaluasi yang konsisten dengan kompetensi 

tersebut. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Urgensi Pelatihan Manajemen Keuangan Sederhana bagi Kelompok Usaha 

Pertama, literasi dan inklusi meningkat tetapi belum menjamin praktik  keuangan usaha yang sehat. 
SNLIK 2024 menunjukkan indeks literasi 65,43% dan inklusi 75,02%. Ini dapat diinterpretasikan sebagai 
“peluang” (akses layanan meningkat) sekaligus “tantangan” (perlu penguatan kemampuan mengelola uang, 
produk keuangan, dan risiko secara benar—terutama pada usaha mikro). 

Kedua, skala UMKM besar sehingga dampak pelatihan bersifat strategis. Rujukan pemerintah 
menyebut UMKM sekitar 64,2 juta unit dan kontribusi PDB sekitar 61,07%.  Pelatihan keuangan sederhana 
yang diterapkan pada kelompok usaha masyarakat dapat memperkuat kualitas keputusan ekonomi rumah 
tangga dan komunitas—karena banyak usaha mikro beroperasi sebagai penopang pendapatan keluarga. 

Ketiga, perubahan ekosistem transaksi (termasuk e-commerce) meningkatkan kebutuhan pencatatan. 
BPS mempublikasikan Statistik E-Commerce 2024 yang memotret perkembangan e-commerce dari sisi 
bisnis, termasuk aktivitas usaha dan nilai transaksi. Ketika UMKM mulai menerima pesanan online, variasi 
kanal transaksi (transfer, e-wallet, marketplace) makin menuntut pencatatan yang rapi agar uang masuk–
keluar tidak “kabur”. 

 

2.  Kompetensi Inti Manajemen Keuangan Sederhana untuk Pelaku Usaha Mikro 

Kerangka OECD/INFE tentang kompetensi literasi keuangan untuk MSMEs menekankan kemampuan 
yang bersifat outcome-based (hasil nyata), seperti perencanaan, pencatatan, pemantauan arus kas, 
pengambilan keputusan pembiayaan, dan pengelolaan risiko. Berdasarkan sintesis, kompetensi inti yang 
paling relevan untuk pelatihan sederhana pada kelompok usaha masyarakat adalah: 

Memisahkan keuangan pribadi dan usaha 

prinsip rekening/kotak kas terpisah, aturan pengambilan “gaji pemilik” yang jelas. 

Pencatatan kas harian (cashbook) 

catat pemasukan, pengeluaran, dan saldo; minimal format 3 kolom: tanggal–keterangan–jumlah. 

Mengelola arus kas (cash flow) dan modal kerja 

memahami beda “laba” dan “uang tunai”, mengatur siklus belanja bahan–produksi–penjualan. 

Menghitung biaya pokok (HPP) secara sederhana 

bahan langsung + tenaga + overhead sederhana; agar harga jual tidak merugi. 

Menentukan harga jual dan target laba 
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harga = HPP + margin + cadangan risiko; menyesuaikan dengan pasar tanpa “bakar harga” yang merusak 
usaha. 

Membuat anggaran bulanan usaha (budgeting) 

alokasi belanja bahan, kemasan, transport, promosi; kontrol pengeluaran. 

Mengelola piutang, hutang, dan cicilan 

aturan tempo, catatan pelanggan hutang, dan evaluasi kemampuan bayar sebelum mengambil pinjaman. 

Membangun dana cadangan dan manajemen risiko sederhana 

dana darurat usaha (misal 5–10% dari omzet/laba) untuk fluktuasi permintaan atau kerusakan alat. 

Dasar pemahaman produk keuangan untuk usaha 

mengenali fitur biaya, bunga/margin, denda, dan kewajiban; sejalan dengan perhatian literasi & inklusi 
yang diukur OJK.  

 

3.  Rancangan Pelatihan Berbasis Praktik untuk Kelompok Usaha Masyarakat 

Karena sasaran pelatihan adalah kelompok usaha komunitas, desain terbaik adalah praktik langsung 
(hands-on), bukan teori panjang. Berikut rancangan yang paling realistis (dapat 4–6 pertemuan): 

Sesi 1 — “Keuangan Usaha Itu Harus Terpisah” (Fondasi) 

latihan membuat aturan kas: “uang usaha masuk sini”, “ambil gaji pemilik segini”, “jangan ambil modal 
sembarang”. 

output: kesepakatan internal kelompok + kotak kas/buku kas terpisah. 

Sesi 2 — Buku Kas Harian + Rekap Mingguan 

peserta mencatat transaksi nyata 7 hari terakhir (atau simulasi berdasarkan kebiasaan usaha). 

output: buku kas harian + rekap mingguan (total masuk, keluar, saldo). 

Sesi 3 — Arus Kas dan Modal Kerja 

memetakan siklus uang: kapan belanja bahan, kapan uang masuk, kapan bayar utang. 

output: “peta arus kas” sederhana + aturan belanja bahan. 

Sesi 4 — HPP dan Harga Jual 

menghitung HPP 1 produk utama (produk lokal unggulan kelompok). 
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menentukan harga jual wajar + margin + biaya kemasan/ongkir. 

output: kartu HPP + daftar harga. 

Sesi 5 — Anggaran Bulanan + Target Omzet/Laba 

menyusun budget usaha 1 bulan (bahan, operasional, promosi, cadangan). 

output: lembar anggaran + target penjualan realistis. 

Sesi 6 — Hutang–Piutang, Dana Cadangan, dan Evaluasi 

SOP piutang (tempo, catatan, batas), evaluasi kebutuhan pinjaman, dana cadangan. 

output: SOP piutang/hutang + aturan dana cadangan. 

Rancangan ini konsisten dengan kompetensi OECD/INFE MSME yang menekankan pengelolaan arus kas, 
pencatatan, perencanaan, dan keputusan pembiayaan.  

 

4.  Indikator Keberhasilan Pelatihan (Output–Outcome) 

Agar program terukur, indikator bisa dibagi: 

A) Output (langsung setelah pelatihan) 

100% peserta memiliki buku kas harian aktif minimal 2 minggu. 

1 produk utama sudah punya kartu HPP dan harga jual. 

Ada anggaran bulanan sederhana dan aturan pemisahan kas. 

B) Outcome (1–3 bulan) 

saldo kas usaha lebih stabil (tidak sering “minus” sebelum restok). 

penurunan kebocoran kas (pengeluaran tidak jelas). 

peningkatan kemampuan menentukan harga (tidak sekadar mengikuti pesaing). 

keputusan hutang lebih rasional (punya hitung-hitungan kemampuan bayar). 

Untuk instrumen evaluasi, OECD/INFE toolkit dan instrumen survei MSME dapat dijadikan rujukan 
penyusunan kuesioner singkat perilaku, sikap, dan pengetahuan keuangan usaha.  
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5.  Strategi Keberlanjutan Pendampingan 

Pelatihan satu kali sering berhasil “di kelas” tetapi gagal menjadi kebiasaan. Maka, mekanisme 
keberlanjutan yang disarankan: 

Mentoring mingguan 15–30 menit (cek buku kas, cek harga, cek piutang). 

Peer accountability di kelompok: 1 orang “penjaga buku kas” bergilir. 

Template siap pakai (buku kas, kartu HPP, anggaran) ditempel di tempat usaha. 

Integrasi kanal digital bila usaha berjualan online, karena variasi transaksi makin kompleks; BPS 
menunjukkan e-commerce dipotret sebagai aktivitas bisnis yang luas sehingga pencatatan makin penting.  
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 KESIMPULAN 

Studi kepustakaan ini menegaskan bahwa pelatihan manajemen keuangan sederhana merupakan 
intervensi kunci untuk memperkuat kemandirian ekonomi kelompok usaha masyarakat. Data SNLIK 2024 
menunjukkan literasi dan inklusi keuangan meningkat, namun perlu ditransformasikan menjadi praktik 
pengelolaan keuangan usaha yang disiplin dan terukur.Kerangka kompetensi OECD/INFE untuk MSMEs 
menekankan pentingnya pencatatan, arus kas, perencanaan, dan keputusan pembiayaan—yang dapat 
diterjemahkan menjadi modul pelatihan berbasis praktik: pemisahan keuangan, buku kas, HPP, harga, 
anggaran, serta pengelolaan hutang–piutang. Dengan indikator output–outcome dan pendampingan 
pascapelatihan, program ini berpotensi meningkatkan stabilitas keuangan usaha, ketahanan modal kerja, 
dan kualitas keputusan ekonomi di tingkat komunitas. 

 

 SARAN 

1. Fokuskan pelatihan pada 1–2 produk utama dulu agar HPP dan harga cepat “ketemu”. 
2. Wajibkan pemisahan uang usaha–pribadi sebagai aturan pertama sebelum materi lain. 
3. Terapkan mentoring singkat rutin (mingguan) agar pencatatan menjadi kebiasaan. 
4. Gunakan instrumen evaluasi sederhana yang merujuk kerangka OECD/INFE agar program terukur 

dan dapat dibandingkan antarperiode.  
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